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PEMBANGUNAN BE RKELANJUTAN
DI TENGAH GLOBALISAST:

ADAKAH HARAPAN?

Hira P. Jhamtani

Abstract

Following a decade after the Rio Summit 1992, tuo cenfial questions are

nnstantly on debate concerning the paradigm of deaelopment. Firstly, is there a

significant change in the paradigm of deaelopment as an impact of the Rio

Summit? Secondly, does the WSSD haae the capacity on leading the world in the

implementation of sustainable deaelopment? This article describes problems that

occur post-Rio Summit 1992, giaes analysis of results produced by the WSSD, and

ponders on the praspects of sustainable deuelopment in the ftfture.
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:endahuluan
?erhelatan besar tingkat dunia yang mem-

: ,:r,as tentang pembangunan berkelanjutan

:,,:.i saja berakhir di Johannesburg Afrika Se-

, a-i. Perhelatan yang diberi tajuk Konferensi
- :qkat Ti"gg Pembangunan Berkelaniutan

:,,.t \lorld Summit on Sustainable Deuelopment

', SSD) tersebut berlangsung tanggal 26 A-
:-L<rus hingga 4 fuptember 2N2, setelah me-

:-',ri pcrundingan panjang sejak November

--,-r1. KTT tersebut diadakan untuk mem-

:.:rngati sepuluh tahun KTT Bumi (United

..;ions Conference on Enaironment and DetE-

:'ilent atau UNCED) di Rio deJaneiro, Braztl

::daJuni 1992

S.p".ti diketahui, KTT Bumi 19)2 rrteru-

:akan tonggak sejarah global di mana para

:emimpin negara-ncgara anggota PBB men-

.rcklarasikan kominnen mereka pada pelak-

GLOBAL Vol. 5 No. I November 2002

sarunn pembangunan berkelanjutal berda-

sarkan integrmi AgaprTaur pertumbuhm eko-

nomi, kesejahteraan sosial dan

lingkungan Km Bumi mengfuasilkan doku-
men Agenda 21 (cetak biru bagi pelaksalaal
porrbangunan berkelarjutan) Deklarasi Rio

@7 pnnsip pembangunan berkelmjutar yarg
menjadi komitnor politik pelak-

sarumn Agenda 21)) Konvorsi
Keanekaragamar, Hay att, Kerargka Konvensi

Perubahan Iklim serta pemyataar prinsip
prinsip ketrutanan Keserrruarya dimakzud-
kan sebagai kerangka kebijakan untuk me
mastikan pembangunar yarg lebih adil dan

lestari pada abad ke 21.

Sepuluh tahun kemudiaru melalui Reso-

lusi Majelis Umum No. Res.A/SS/l99, PBB

mengadakarl WSSD dengar tiga tuiuar uta-

ma: melakukan tinjauar terhadap pelaksma-

,r2002
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an Agenda 21, menghidrpku" kembali ko-
mihen politik bagi pelaksarunn Agerrda 21,

dan menghasilkan dokumen rencau alai de-

ngan target waktu yang jelm serta sarana

implementmi yang mantap.

Berkaitan dorgan hal tersebut maka ada

dua pertanyaan merrdasar. Pertama, apakah

setelah KTIBumi 1W2 adapnfrahar di da
lam paradigma pembangunan? I(edua, apa-

kah WSSD mampu menuntun dunia pada
pelaksanaan pembangunan berkelaniutar
yang sesungguhnya? Tulisan ini mengurai-
kan mmalah pada pasca KTT Bumi, analisis

hasil WSSD serta prospek pembangunanber-
kelaniutar di masa mendatang.

Evaluasi Pembangunan Berkelaniutan
Dokumen hasil KTT Bumi mencerminka:r

visi jangka panjang tentang pembangunal
yang berfumpu pada keseimbangan antara

kebutdhan ekonomi dan sosial

manusia dengan kemampuan sumber daya
bumi untuk memenuhi kebutuhan masa kini
dan masa depan Namun, sepuluh tahun ke
mudian, kemaiuan lambat dan
dalam beberapa hal kondisinya lebih buruk
daripada sepuluh tahun yang lalu.l

Hal di atm adalah pendapat PBB. Kenya
taan menunjukkan bahwa mungkin hampir ti-
dak ada kemajuan di bidarg perrbangunan
bcrkelanjutan Angka-angka berikut ini men-
cerminkan hal tersebuB :

I lloosoc, 2(X)2.li.cport of the Secretary General on
hnplcrnenting Agcnda 2L Cornltission on Sustainable
Development acting as thc Prcparatory Comrnittee for
WSSD. Ijnited Nations Economic and Social Council.

2 World Watch Institute,2002. State of the World Report
2002. Washington DC

2

Emisi karbon dioksida (gas rumah kaca)
global meningkat lebih dari sernbitan
persurdal,am 10 tahun
Kawasan hutan menciut /2% sejak 1990

Sekitar 2T/" terunfiu karang rusak berat
karena p€ncemaran, pelnanasan air laut,
penambangan dan penangkapan ikan;
sepuluh tahun ialu hanya 10% yangrusak.
Dekade 1990-an ditandai dengan per-
hrmbuhan ekonomi yang luar biasa -
menambahkan lebih dari US$10 hilyun
per tahun pada ekonomi global. Tetapi

iumlah masyarakat miskin tidak berubah
banyak, sekitar 1 milyar orang.

Masyarakat di negara kaya kini punya
masa hidup lebih pargang dari sebelum-
nya, tetapi sekitar 14.000-30.000 orang mati
setiap tahur cli negara Selatan karena pe
nyakit yang ditularkan lewat air.

Belanja r-rntuk bantuan luar negeri menciut
dari US$69 -il).- padaT9g2menjadi $53
milyar pada 2000. Sernenara beban hu-
tang negara berkembang dan negara da-
lam lransisi ekonoru @ropa Timur) rne.
ningkat 31% sejak KTT Burni mo:rjadi
US$25 ki1-r..r-rn pada 2000

r Sementara UNEP (program lingkungan
PBB) hanrs berjuang dengan anggaran ha-
nya US$100 juta belanja rniliter di seluruh
dunia mencapai lebih dari US$2 milyar
per hari,

Data di atas menunjukkan bahwa krisis
lingkungan dan sosial masih melanda dunia
padahal pada KTT Bumi 1992 masyarakat du-
nia sudah mengakui krisis tersebut dan me
nyatakan komihnen unttrk mengatminya. Ar-
tinya pelaksanaan komihnen Rio belum efek-
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Pembangunan Berkelanjulan di Tengah Globalisasi: Adukqh Harapan?

h kaca)

nrbilan
tr PBB, rrelalui laporm Sekretaris Jenderal
WSSD, merryatakar ada keserrjangan di dalam

Edenutrct yang nampak jelas dalam ert-
f t*lalg'.

Yang pertama adalah bahwa pordekatan

Edradry perrbangunan berkelanjutat masih

rcrfragrnentmi, di mana integrasi ketiga pilar

E*trsmi sosial dan lingkungar) belum di-
Hsarakan, baik pada tingkat kebijakan mau-

plrn pnryram. Kedua belum ada perubahan

b€rarti di dalam pola konsumsi dan produksi

p'rrg tidak berkelanjutan Ketiga belum ada

hcbii*an atau perdekatan yarg menyeluruh

dalan bidang keuangan, perdagargaru inves-

mL Eknolog dan pembangunan berkelan-

l.dar. Padahal dalam era globalismi, koherensi

bfiarg-bidmg tersebut menjadi amat perting.

Kmnpat, sumber daya keuangan yang diper-

h*an bagi implementasi . Agorda 21 tidak

rucukupt sementara tidak ada perbaikan

dalam alih telcrologi.

Sementara itu, pihak-pihak lain, terutama

kdonpok organisasi non-pemerintah (Omop)

ruryatakan persoalan mendasar bukanlah

hanya kesenjangan antata visi Rio dorgan

@ksanannya. Menurut I(hor (2001f ada

beberapa kelemahan mendasar dari hasil KTf
Bumi1992yaihr:

a) Negara maju (Utara) enggan atau tidak

mampu membuat kornitmen yang jelm

mcnuju reformasi hubungan atau struktur

ekonomi intemmional, atau mempelopori

sebuah diatog baru antara Utara-Selatan

Artinya persoalan ketidak adilan ekonomi

'Ecosoc, 2002t Khor, M. 2001. Globalisation and the Crisis of
Sustainable Development. Environment and

Development Series No.l. Penang, Third World
Network.
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global yang mernbebani Selatan tidak
dipecahkan dar hanya dkeduksi menjadi
janii untuk menyediakan "sumber dma
baru dan tambaharf'. Padahal, komitnen
itu bukan baru melainkan komitrner lama
untuk menyediakan 0,ry" GNP Utaru
sebagai bantuan kepada Selatan Persoalan

hutang hansfer sumhr daya Selatan ke

Uara (dalarr, bentuk penrbayman lurtang
dan harga komoditi Selatan yang muratr)
serta pola perdagangan yang tidak adil
sama sekali diabaikan dalam

KTT Bumi.

Walaupun ada janji mengadakan alih bk-
nologi (terutama tekrologi yang ramah

lingkungan) ke Selatan, negara Utarasebe
narnya tetap memegang teguh rejim per-
lindungan Hak Kekayaan Intetektual
(FIaKI) guna melindungi perusatraar mul-
tinasional mereka Hal ini mernbuat tran-

sfer teknologi dorgan symat lunak sulit
untukdilaksanakm.
KTT Bumi mengabaikan pentingnya
mengatur perusahaar multinasional seca-

ra hukum agar mo:Uadi bertanggung ja
wab atas kerusakan lingkungan dan de
gradasi sosial yang ditimbulkan oleh prak-

tikmereka. Bahkan tidak adasatupun pro'
posal bagi tindakan untuk mendisiplinkan
perilaku MNC yang iustru adalah pelaku
utama ekonomi yang seringkali menim-
bulkan pencerurrm dar penipisal $nn-
ber daya alam Lebih jauh lagl pada saat

yang hampir bersamamt dengar KTT Bu-

,'ti, the UN Centre for Trarstational C,or-

porations dibubarkaru padahal ini adahft
satu€atqnya badm PBB yang bertugas

memantau MNC dm menyiapkan lan-

:1990
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n ikary

grusak.
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d)

dasan untuk mengatur MNC. Badan ini
te'ngah mempersiapkan rurnusan kode

etik bagi MNC ketika akhimya ditutttp.
Ncgara Utara, tcruEu-na Amerika Serikat

(AS), menolak mcnprbah gaya hidup rne-

reka menuju konslrmsi yang berkelatr-

jutan. I'ada pexr-rndingar-r KTT Bumi, Pre-

sidc'n Ce'orgt- Buslt Sr ierkenal ,-leugan

pernyataannya bah',^', a " i.'l,ay a hirtup orang

AS tidak dapat dinegosLuikarf'.

Komihnsi negara Lliara maupun negeua

sedang berkembang (Selatan) unti-tk m*
nyelesaikan bc, bagai perrnasaiahan pada

dasamya lemah. Negara Selatan, misal-

nya tidak mau mcnghambat pertumbuh-

an ckonomi ataupulr krscmpatan tncmba-

ngun, sc.hingga cngilan rnelaksanakan ke.

bijakan pelcstariarr iirrgkrrngan, yang bcr-

arti menghernat pnggrnaan sumber daya

alarn. Nogara LJt;,ra juga rnenolak rnelak-

sanakan langkah-langkrh yang menuju

pada pengaman;rll lingkungan; misalnya

mereka menolzrk mercgukrsi am-s perda-

gangan bahan berbah:rya ke negara Sela-

tan, menghentikan priiyek yang merusak

lingkungan di ncgara Selatary dan juga

melaksanakan reg-riasi kctat terhadap ptr
ngembangan rekalrasa geneti( ataupun

pcnglrrangan cmi-si gars rumah kaca yang

rncnjadi penyebab pcrn;rnasan global.

Walaupun demikian, harus diakui bahrara

proscs dan hasil KTT Bumi telah rnenghasil-

kan suahr dasar bagi pcnyrelesaian krisls ling-

kungan dan sosial. Dari scgi proses, keterli-

batan berbagai kelornpck notr pc'mcrint:r1'r dan

interaksi mercka dcngan pemerintah meletak-

kan dasar bagi kc'mitra;rn yang berlanpung

4

hingga pelaksanaan WSSD. Sementara berba-
gai kesepakatan yang dihasilkannya tetap re
levan untuk menjadi aclran bagi pelaksarunn
pe,mbangunan berkeiarnjutan. Artinya "sema-
ngat Rio" patut dipertahankan dan dikem-
bangkan lebihlanjut.

Salah sahr semangat Rjo yang penting ada-
1*lr kemihaan dai.tn bennrk prinsip "tartg-
gung jawab bersarn.i tetapi berbedd' (common

but diffaentiated responsibili4l. Pnnsip ini meng-
akui bahwa negara Utara lebih bertanggturg
jawab atas kerusakan lingkrrngan pada mma
lalu maupun saat ini, dan karena juga mem-
punyai sumber do,a lebih banyak, harus
memikul tanggr.uig jawab lebih besar pula
dalam menyele=ikan persoalan lingktngan
global. Negara Seiatan, jush"r: mengalami ma-
salah dalam upava rnensejahterakan rakyat-
nya akibat ams surnber daya ke Utar4 hutang
dan harga komodih vang tidak adil di pasar
intcmasional. Karcna itu Sclatan harus lebih
rnernpnoritaskan pengentasan kemiskinan
dan mengubah poia penrbangunan menjadi
lebih ramah iingkungan. Prinsip ini temyata
ti.ggrl prinsip tanpa pelaksanaan yang jelas.

Paradigma Pembangunan Berkelanjutan Vs.
Clobalisasi

KTT Bumi dilaksanakan pada saat para-
digrna globaLisasi, tcrutarna berkaitan do:rgan

liberalisasi ekonorni mulai menguat dan
mengalami perkembangan pesat. Salah satu

bagian penting actalah Putaran Uruguay me.
ngorai perdagangan yang berlangpung di ba-

wah kerangka Ceneral Agreement on Tniff and

Trade (CATT). Putaran Urugay adalah perun-
dingan mengenai perdagangan intemasional
dengan paradigma globalisasi ekonomi. Putar-

GLOBAL Vol. 5 No. I November 2002
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I Elh hyuL, harus

n*r Bft besar pula

rpmodan lingkungan

I irslu mengalami ma-
rakyat-

rdar-ake Uw+hutang
eie tidak adil di pasar

Ar Sdatan harus lebih

Brutm{r kerniskinan
merradi

p" nirsip ini bmyata
ddsanaaryarg jelas.

mne*la{utanVs.

km pada *at para.
na h€rkaitan dotgan
uiai merrguat dan

il pesd. Salah satu

tdffiilr Umguay me-

g bedagswrgdiba-
{:-lfi€nt on Tsriff atld

.rugav adalah perun-
gilgan intemasional
li<tri ekcnomi. Putm-

\,,,, 1 \ovember 2002

':' Uruguay melahirkan berbagai kesepakatan
:..ngenai liberalisasi perdagangan yang akan
:.iaksanakan atau difasilitmi ole*r Organisasi

,rdagangan Dunia (WTO) yang dibentuk
:a.Ja1994, dua tahun setclah KTT Bumi.

I']aradigma pembangunan berkelanjutan
:ng digagas di Rio harus bersaing dengan se-

-akin kuahrya paradigma globalisasi, ter-

-:ama ketika sebagian isu globalisasi meng-

'-ami institusionalisasi di dalam beberapa per-
:-n1ian WTO. Memang banyak kesepakatan
,',TO yang bertolak belakang dorgan kese-

:.:iatan Ricf. Contoh paling baik adalah dile
-ahkannya proses alih teknolog ymrg disya-
"-:rkan didalam Agcnda 21 maupun perjanjian
rqkungan multilateral 0\4EA- Mtultilnteral

-.".'-'ironmental Agreement) oleh perjanjian
- i1t5 (HaKI terkait perdagangan) di bawah

"-iO. 
TRIPS mensyaratkan penguatan rejim

:-,rafuran HaKl bagr ncgara anggota WTO
.,ringga dapat dan memang sudah mcng-
-:mbat alih teknologi (tcrmasuk teknologi
::rg berwawasan lingkungan atau yang di-

-rlukan bagi pembangunan berkelanjutan).

TRI|S juga memicu persoalan akses obat
.ragai bagian dari pelayanan kesehatan pub.
. karcna diberlakukannya ketentuan paten

:,*r obat<lbatarl termasuk obat esersial serta
.at untr-rk HIV/AIDS. Dalam konferensi
- DS intcrnmional baru-baru ini di Barcelona,

::anvol, aktivis kemanusiaan melancarkan
-, :-rr protes menunhrt agar negara-negar a l<ay a
--nghapuskan peraturan patcn bagi obat
:.)S atau mc.mbolehkan pcngembangan obat
..:rerik di Selatan agar orang miskin yang

,':.;mtafll, H. 2002. Jalan Panlang Rio 1992 rnenuju
.:raruiesburg 2002. Wacaana. .hrmal Ilmu Sosial
.:::rsformatif Edisi 12, 'Iahur III, 2002. Yogyakarta,
,:.:: st Press.
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menderita AIDS tetap dapat menjangkau har_
ga obai Dalam Konferensi TingkatMenteri ke_
4 WTO di Doha 2001, rnmalah ini menjadi
salah satu mata perundingan alot dan berakhir
dengan kesepakatmr agar pelaksarumn TRIPS
tidak morghambat negara anggota morberi_
kan pelayanan kesehatan masyarakat. Namun
esensi pe{aniian TRIPS tetap belumberubah

Selain ttu, WTO mempunyai sistem po:ye-
lesaian sengketa lengkap dorgan sanlai dan
retaliasi sehingga kesepakatan WTO menrpu-
nyai daya pelaksaraan (enforcfudtity ) yang kuat
Sebalilcrya, perjarjian KTT Bumi, tidak diba-
rengi dorgan sisbm po:regakan yang kual
Karena itu para pemerintah cenderung lebih
memilih melaksanakan pe4aniian WTO ke
timbangkesepakatan Rio. Sebagai contoh, me-
nurut WorldWatch lnstiUte em2), saat ini ada
lebih dmi 500 pe4*iiun lingkungan, tetapi se.
dikit saja yangmengandung target dar jadwal
yang spesifit kebanyakan menyajikan keten-
tuan yang lemah untuk pemantauan d* po
laksanaarl Sebalikrya dalam perundingal be.
berapa MEAs, barryak negara Utara seringkali
menolak gagasm mengadakan largkah per-
lindungan lingkungaryang ketat, karom kha-
watir akan merugikan perusahaan MNC di
negara mereka. Negma Utara seringkali me-
ngatakm bahwa tindakan perlindungan ling-
kungar harus sesuai dengan peraturan libe-
ralismi perdagalgm di dalam WTO

Merrurut Khor (2002) direktur ThirdWorW
Nehmrk, globalisasi dalam bentuk liberalisasi
keuangan juga menyumbangkar pada krisis
finansial di banyak negara dari Mel,siko hing-
ga Rusi4 termasuk Ilrdonesia Hal ini tentu
saja mempengaruhi pelaksanam pembangun-
an berkelanjutan karena menimbulkan defisit

5
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anggartrr dan penrbengkakan hutarg. Glo'

balisasi teknotogi, terutama telorologi yangbe-

lum dikaji keamanarnya (termasuk rekayasa

genetik) juga berpengaruh pada pelaksarunn

pembangunan berkelanjutan.

Semangat Rio tidak pemah mendapat ke-

scmpatan diterjemahkan morjadi tindakan

nyata Hanya lima negara Utara yang melne'

nuhi target 0,7o/" dari GNP sebagai bantuan

melaksanakan Agorda 21. Alih tekrolog tidrk
pevnah t"rjudi. Komihnen mernperbaiki ling-

kungan tidak pemah dilaksanakan Battkan

AS menolak kesepakatan Protokol Kyoto se

bagai peraturan pelaksaraan bagi Konvorsi

Perubahar Iklinr, karena memuat target waktu

dan penurunan emisi gas rumah kaca yang

jelas. Protokol Kartagora untuk Keamanan

Hayal, yang meruPakan peraturan turtlrun
dari Konvensi Keragaman Hayati, termcam

gulung tikar karsra belum cukupnya julnlah

negara yang meratifikasinya. Padahal protokbl

ini pcnting untuk mclindungi keragaman

hayati dari kemungkinan dampaknegatif bio-

teknologi modem yang sekararg rnarak di-

kernbangkan dan dipmarkan

Pada tingkat institusi intemasional, PBB,

organisasi yang diberi mandat mengatur pe
laksanaan pembangunan berkelanjutan mela-

lui Commission on Sustninnble Dewlopment

(CSD) yang dibentuk di KTI Bumi meng-

alami proscs pelernahan karena negara Utara

menolak membayar penuh iuran mereka. PBB

juga tidak mendapatkan dukungan politik da-

ri negara maju. Sebalikrya institusi keuangan

seperti IMF dar Bank Dunia atau irstitusi per-

dagangan seperti WTO semakin dipentingkan

oleh Utara sebagai organisasi ymg mengatur

perrbangunm intemmional. Padahal institusi

6

tersebut tidak morganut parudtgma pemba-
ngunan berkelanjutar. PBB sekararg dipaksa
mengandalkan diri pada MNC, dan mulai me-
ninggalkan semangat melayari rakyat dunia
sesuai traktabrya Dalam sihrasi inilah, WSSD

dilaksanakan sebagai KTT Bumi Kedu4 un-
tuk morrberikan kesempatan kedua kepada

dunia dalam melaksanakan perrrbangunan

berkelanjutan

WSSD dan Masa Depan Pembangunan

Berkelanjutan
WSSD menghasilkan tiga dokumen: perta-

ma Rencana Implementmi @lan of Imple-
mentation), deklarasi Johamesburg yang me-

rupakan komihnen politik terhadap Rsrcana

Implernentasi dan Rencana Kemitraar di bi-
dau..rg at, orcrg, kesetratmr, pertarian, keane.

hayati dan pengelolaan ekosistem

(disingkat WEFIAB - Water, EnErgy, Heahh

Agriculnre, Bioditrrsity and Ecosystem Mann-

gement).

Rencana tmplementmi mempunyai dua si-

si6. Pada satu sisi, ada beberapa hal yang merr-
janiikan pelaksanaan pernbangunm berkelan-
jutar. Pertam4 ada target waktu yarg jelas un-
tuk hal-hal pennng seperti pengurangan ke-

miskinan, peringkatan pelayanan saritasi, pe-

ngwangan kerusakan pada perikanan, pe'
ngelolaanbatran kimia dan porgurangan kehi-

langan keanekaragaman haya[ Kedua ada

pengakuan bahwa globalisasi menimbulkan

masalah bagi banyak negmaberkenrbang ter-

utama berkaitm dengan krisis keuangan se'rta

ketidaksetaraan Ketiga ada upaya lebih jelas

u Bagian ini dianalisis berdasirkan partisipasi penulis
dalam berbagai sidang persiapan WSSD dan pada saat

sidang WSSD.
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Pembungunan Berkelanjutan di Tengah Globolisasi: Adakah Harapan?

Pemba-
:- .-- -,i- i .lipalsa

' . - .- ,:r- rlrltLri tne-

.'.--lrt.i, Ltn-

. '-: - ,: kcpada

* -',- :- : a;lglulan

'rfuk merumgani persoalan hutang negara

:erkembang. Keempat ada pula pemyataan

:ahwa arsitektur ke'uangan global perlu dire.
: )rrnasi agar lebih mementingkan pemba-

:,gunan di negara sedang berkembang. Keli-
*la, ada diskursus tcntang perlukan tanggung

-,rvab korporasi dan ke.enam, ada upaya baru

rcngenai pcnguatan institusi pelaksanaan

rmbangunan bcrkelanjutan di tingkat inter-
-asional, walaupun tetap belum dapat dika-
:aLan memperkuatPBB.

Tetapi di sisi lain, ada banyak kelemahan

:ula Bahasa yang digr.rnakan tidak cukup ku-

,: hanya berisi retorika seperti "mendorong",

:-rempcrtimb angkdn", "mcmperku a(', "me'
:,ngkatkan". Kedua, dalam hampir setiap ba-

J.an mengandung kata-kata "mempromosi-
.-an kcmihaan publik*wasta". hri adalah kata
.:nci bagi privatisasi atau dominasi perusa-
-.aan swasta dalam pclaksanaan pembangun-

,:, bcrkelanjutan. Ketiga, tidak ada kemajuan

:',rarli dalam berbagai aspek karena beberapa
--.cana irnplementasi diarnbil dari kesepa-

..:tan intemasional yang sudah ada Misalnya

.:;get pengurangan kemiskinan diambil dari

Itklarasi Millenium PBB, kesepakatan mergi
:.ambil dari beberapa konferensi Para Pihak

:ada Konvensi Perubahan lklim, masalah pen-

-:anaan pc'mbangunan diambil dari Konsen-

.-r. Monterrey tentang Pcmbiayaan Pemban-

a-inan, dan beberapa pernyataan tentang per-

:agangan diambil dari Konfersrsi tingkat
','lcntcri IV WTO. fuyogyanya, WSSD m<r:tg-

ambil langkah lebih maju, tetapi tidak ada ko-

-rtrncn konkrit. Misalnya KTM IV WTO me-

:''atakan akan mengurangi dan lambat laun
:cnghapus subsidi dan harnbatan ekspor bagi

:roduk pertanian. Negara berkembang berha-

GLOBAL Vol. 5 No. I November 2002

rap akan ada rencana lebih maiu karena sub-

sidi tersebut lebihbanyak diberikan oleh nega-

ra maju kepada petani mereka setringga merr-

distorsi hNga di tingkat intemasional. Tetapi

Uni Eropa menolak hal tersebut sehingga ba-

hasa yang digunakan tetap bahasa dari KTM
IV WTO. Sebalilnya demikian pula mmalah
hutang negara berkombang menginginkan
rencqu ya.rg lebih konlait, tetapi negaramaju
hanya mau menggunaka'r bahma dari Kon-
sensus Monterrey.

Selanjumya target hal-hal pen-

tingiuga gagal disepakati. Yangterutama ada-

lah target mengenai perubahan ke mah pro'
duksi yang lebih ramah lingkungal target

ernisi gas rumah kaca, target un-
tuk beralih secara perlahan ke pernanfaatan

sumber energr terbarukan, tmget

penguraxgan subsidi ya:rg mendistorsi pmm
dan merrimbulkan kerursakan lingkungal dll
Juga tidak ada janji unhrkmeningkatkan sum-

br dayakeuangan, sementara keputus-an ten-

tmg alih telnologi juga tidak terlalu kuat De-

ngar kata lain, Rencana Implernerrtasi ini da-

pat dikatakm bersifat "status quo-'.

Terlepas dmi kekuatan dar kelernatraru be
berapa hal patut dicatat. Pertama proses Pe
rundingan WSSD di&raymgbayrrgS oleh

KTM fV WTO dan Konsensus Monterrey, se
hingga hampir ketrilarga:r nuanffr pernba-

ngunan berkelanjutrr" Kedua yang tersela
matkan di dalam WSSD hanyalah proses mul-
tilateral, kalau WSSD gagal mencapai kese'

pakatan maka dikhawatirkan dunia akm kehi-

langm kepercayaa:r pada proses multilaeral
Hal ini seringkali membuat negara berkern-
.b*g melepmkan posisi mereka ketimbang

proses/ karena negara berkern-

r:- : -.i.tll1an

, .,-.:, ri lrnPle-

! :--..- 
"c11-I$1T10-' ", .r.,: iiencana

' '--:an dr bi-

. t--,::^,. kL'an(y

- , :- .k.rsistcm

: tlcnlth,

: :i.'i. '\[ttnA-

- , .-',. .ti dua si-

,-".-. -..''.lttgmC-n-

- -. ', :-. r.erkelan-

r -, .,.- i leias un-

l- -- : -:':enqan ke
- .,:-uitasi, pe-

' . . -- ,1 :;1112111, p€-

:- _- _ 
- j_.,:.rr.gan kehi-

' - " -- t.1ua, ada

, :: 't'.txntlrlllkan

- - --.. i i;rllran& ter-

r'' : :.:,.lI1ganSefta
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Hiru P. Jhumtani l:-

I t=u r-tama I

---Jl

bang lebih memerlukan proses multilateral ke-

timbang negara maju dan menyelamatkan

pros€s PBB menjacli lebih penting lagi, karena

negara berkembang masih mcmpunyai zuara

cr-rkr,rp kuat dibandingkan di dalam lembaga
intcmasional lainnya. Kempat, selama proses

pcrundingan terlihat bahwa komitmm para
pcmcrinta[ baik dari n{"]gara maju maupun
ncgara bcrkcmbang, tcrhadap pembanguran
bcrkelanjutan sangat lcmah. Dapat dikatakan
hanya LJni Eropa dan Norwegia yang masih
mempunyai agenda lingkungan Kelima ka-
lau pemerintah dapat mengabaikan pelaksa-

naan hasil KTT Btrmi yang dianggap sebagai

tonggak sejarah, merka tidak ada jaminan bah-
wa hasil WSSD akan diimplernc.ntasikan, ka-

rena mc,rnang tidak ada st=uahr yang meng-
ikat sc,cara hukum. Keberhasilan WSSD bu-
kanlah dalam menghasilkan dokumer; tetapi

dilihat dari apakah yang tcrtera di dalarn do-
kumcn akan dilaksanakan"

Bcrkaitan dengan hal tcrakhir, rnaka WSSD

me.ngc.luarkan daftar komi[men kemitraan (se-

ring disebut sebagai type 2 outcome). Ada se-

jumlah program kernitraan beserta jumlah do-
lar yang dijanjikan akan dilaksanakan setelah

WSSD. Salah satunya, menyediakan danabagi
Clobal Enaironmcn.tal Facilifu (GEF-yang di-
bcntuk pacla KTT Bumi 1992 scbagai mekanis-

me pendanaan hasil KTT flurni) sebesar US$3

milyar. Namun Ornop mcngkrifik inisiatif ini
karcna tidak menjawab komihnen perubahan
strukturral, dan didominasi olch perusahaan

multinasional vang justru menjadi bagian dari
masalah.

Scbagai penutr-rp, konscp dan pelaksanaan

pembangunan bcrkclanjutan mengalami bebe-

rapa hambatan konseptr-ral. Harnbatan perta-

8

ma acialali keerrgganan para pernerintah clan

lembaga intemasional r"rntuk secara sungguh-
sungguh mengubah sisiem intemasional yang
ada baik di lembaga ke.uangan (seperti IMF
dan tsank Dunia), oerdagangan flArTO) rnau-
pun di I']BB sencliri. Hamb;itan kedua adalah
komihnen potitik para penlerintahan amat le-

mah karena tehp tcbih mementingkan per-
tumbuhan ekononri ketirnbang keseimbangan

antara ekonomi, sosial datr ekotogi. Hambatan
konseptual terbesa{ ;rdalah. globaiiszlsi yang di-
dominasi oleh perr-isahaan mr-r ltinasional, yang
menggusffi agenda pernbangunan berkelan-
jutan di tingkat ir,ternasiond. Penggusuran ini
dilakr-rkan atas nama "kerr,itraan."

Melemahnya PBB mempakan hambatan
bagi pelaksanaan perr,Langunan berkelanjut-
an, karena PBB adalair s.itrrsatunva lembaga
yang mempuny;ri rrarLdai pernbangunan ber-

kelanjutan, dan nrempunyai mekanisme peng-
ambilan kcputusan y ang rnc.libatkan partisi pa-

si ncgara berkcrnbang lcbih Lresar dibanding-
kan irstitusi lain" DcrLikian pul4 keterlibatan
Omop serta unstu masyarakat lebih dimung-
kinkan cli dalarn PBB ketimbang organisasi

multilateral lain Karena itu agenda PBB masih
dapat dipengaruhi oleh Omop dar kalargan
non-pemerintall seperti terlihat adanya dialog
muttipihak pada saat WSSD.

Akhimya pernbangr-rran berkelarjutan ha-

nya akan terwujud jika berbenhrk gerakan

yang dilanclasi oleh kerjasama mumi dan seta-

ra oleh berbagai pihak di tingkat nasional ma-
upun internasional. Selama belum ada upaya
mc.ngatasi kesenjangan stnrktural, terutama di
tingkat intemasional, maka pembangunan ber-

kelanjutan h,anya akan ffnggal jadi harapan
yang sulit unfuk menjadi kenyataan.
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